
c, bahwa berdasatkan pertimbangan sehagaima.na 
dimaksud pe.da huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
~dalian Gratifikasi di lingkunpn Pemerintah 
Kabupaten Purworejo; 

l. PaaaJ 18 ayat (6) Undeng-Undang Dasar Negara 
Republik Jndonesia Tahun l 945j 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkunpn Propinsi Jawa Tengah; " 

Menimbang a. bahwa da1aJn rangka mewujudkan penyelenggaraan 
negara yang baik, bersih dan bebae dari korupei, 
kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pKlana 
korupsi di tingkungan Pemerintah Kabupaten 
Purworejo, perlu dilaksanakan pengendalian 
terhadap pem berian dan pecertmaan gratiflka.si; 

b. bahwa dalam rangk.a memberikan acuan dalam 
pelak&anaan pengenda Han gratifikasi aebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu disusun dan diatur 
pedoman pengendalian gratitikasi di 1ingkungan 
Pemerintah Kabupaten Punrorejo yang ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PENOENDALIAN GRATIFIKASl 
DI UNOKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

PEAATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 51 TAHUN 2016 

TENTANG 

BUPATI PURWORJCJO 
PROVllfSI JAWA TMGAH 

/SALINANj 

 



MEMUTIJSKAN: 

Menetapkan : PERA11JRAN BUPATI TENTANG PEDONAN 
PENGENDALlAN ORATIFIKASt DI LINGKUNOAN 
PEMERJNTAH KABUPATEN PURWOREJO. ,/a 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tuhun 1999 tentang 
Pemberant.aaan Tindak Pidana Korupei (Lembaran 
Neg.ara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 3874), sebegaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentsng 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tcntang Pembenlntaean Tindak Pidana 
Koruplli (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Petnerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lcmberan Negara Republik Indonesia Nomor 5597) 
sebe.gairnana telah diubah beberape. laili, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tent:ang Perubahan Kedua Atall Undang-Undang 
Nomor 23 Tuhun 2014 testang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Komisi P=!berantasan Korupsi No111or 2 
tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan 
Penetapan Status Gratifikasi (Serita. Negara 
Republilc Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101), 
sebagatroana telah diubah dengan Peratwan Komiai 
Pembcrantasan Korupai Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Perubaban ata11 Peraturan Komiei 
Pemberantaaan Korup6i Nomor 2 tahUJl 2014 
tentang ~ ~·epnan dan Ftwettpan Statua 
Oratiflkasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1863); 

 



DalalD Peratumn Bupati in.i, yang dimakaud dengao: 
1. Oaerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Da.erah adalah Bupati sebagai unsur penyeleoggara 

pemcrintahan daerah yang memimpin pelakaailaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupe.ti adelah Bupati Purworejo 
4. Sek:reta.ris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupe.ten Purworejo. 
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah 

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. 
6. lnspektorat ede)eh lnspektorat Kabupaten Purworcjo. 
7. lnspektur adalah Jnspektur Kabupaten Purwortjo. 
8. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya diaingkat UPT, adslah 

unsur pelakllWlB. telmis pada Perangkat Daerah. 
9. Pejabat adalah Bupe.ti Pwworejo dan Wakil Bupati Purworejo 
10. Pegawai e.dalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai 

Aparatur Slpil Negara, Dewan Penpwaa/Direkw/Pegawai Bedan 
Uaaha Millk Daerah, aerta pepwa.i yang bekerja untuk dan ata.s 
nama Pemerintah Kabupaten Putworejo. 

11. Komisi Pemberanta&an Korupai, yang selanjutnya diaingkat KPK. 
adalah lembaga negara yang independen dengan tugaa dan 
WC"Wenang mela.kukan pemberantaaan tindak pidana korupsi. yang 
dibcnN.k berduarkan Uud•ng·Und•ng Noalor 30 Tamm 2ocn 
tentang Komiel Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luae, yakni berupa uang. 
be.rang. rabat (discount!, komisi, pinjaman tanpe, bung.a. tiket 
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wise.ta, pengobatan 
cuma-cuma, dan faailitll.8 lainnya, baik ~ diterima di dalarn 
nqp:rl maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan 
mcngunakan aarana elektronik atau bukan sarana elektronik. 

13. Pfflgaldelian Orati6k••i adalah 11CrangkaN1n kegiatan yang 
bero4jWUl untuk raeogendalian penerirnaan ptl6kast melalui 
peningka.ta.n pemahiunan dan keeadaran pelapoI1Ul gnitlfika,p 
aecara tranBp&nm dan a.kuntabel aeauai peraturan perundanc­ 
undangan. 

14. Unit Pcagendalian Chatifikasi, yang selanjutnya diaingkat UPO 
ada!ah unit kerja non etn.lktural yang dibentuk oleh Bupati untuk 
melaksanak:an tugas dan fuJ!pi pengendalian gratifikasi di 
linglrungan Pernerintah Kabupaten Putworejo. <f 

Bepn Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB! 

 



(l) Peraturan Bupati ini diroekaudkan sebagai dasar hukuro dan 
pedoman bagi Pejabat/Pegawai dan UPG deism meroahami, 
mengendelikea den menaelola Oratifikaai di lingkungan Pemerintab 
Daerah. 

(21 Pmi.turan Bupati lni bertttjuan untuk: 
a. menillgkatkan penaetahuan dan peu:uihaman Pejabat dan 

Pepwai tentang Oratllikesi; 
b. meningkatkan kepatuban Peja.bat dan Pegawai terhadap 

ketentuan Oratiflkasi; 
c. menciptak&n lingkungan kerja dan budaya kerja yang 

transperan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah; 
d. memba.ngun lntegritas Pejabat dan Pegawai yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotieme; dan 
e. meningkatkaJl krcdibilitas dan kepercayasn publi.k atas 

penyelenggara.an layanan publik. di lingkunpn Petnerintah 
Daerah. 

f. membentuk UPG sebagai unit pelaksana pengendaliaa 
gratifike si. ;. 

Bsgjan Kedua 
Maksud dan Tajuan 

Pa8al2 

15. Pemberi Gratifikasi edalah para pihak baik perseorangan, 
sekelompok orang, badan hukum etau lembaga yang memberikan 
Gratiiikasi kepada Ptjeba.t/Pcgawai. 

16. Pcnerime Gratifikaai adalah Pejebat/Pegawai etau pihak lain yang 
mempunyai hubungan keluarga/kekerabatan/sosial lainnya 
denpn Pajebat/Pegawai yang menerima Gratifllcasi. 

17. Formulir Pelaporan Gratifikasi edelah lembar isian yang ditetapkan 
oleh KPK deism bentuk elektronik atau non elektronik untuk 
melapor.k.an pcnerimaan Gratifikasi 

18. Pelepor Grati6kasi adalah Pejabat/Pegawai yang meneriJna 
Gratiiikasi dan mengiai fonuulir Gratifikaai sesuai prosedur dan 
kcmudian melaporkaD kcpada KPK atau ~de. KPK melelui UPG. 

19. Laporan Gratifikasi adalah dolcumen yang berisi infonnaai lengkap 
penerimaan Gratifikasi yang dituangkan delarn Formulir Pelaporan 
Oratifikasi oleh Pelapor Grati6kasi. 

20. Kllnflik kepentingan adalah lc.ondisi dari Pejabat/Pegawai yang 
patut dlduga memiliki k.epentingen pribadi dan de.pat 
mempeogilJ"Uhl pelakaanaan tupa atau kewmangannya 9eC8J'll 
tidak patut. 

21. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pcjabat/Pegawai delarn 
pelakaanaan tugas, fungsi dan jabatannya.. 

22. Berlwru umum adalah perlakuken yang sa.ma. secara objektif dalaro 
ha1 jenia, bentuk, perayaratan atau nilai d.an memenuhi prinsip 
kewajaran serta menyangkut sesuatu yang khusus/tertentu. 

23. KUl'8 Tengah Valuta Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta ui.ng 
dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-reta kun jual 
dan kuR beli (Kurs Teng4h = 1eani..oi;K""!!!!J pada bari tertentu. 

 



Ill Setiap Ptjabat/Pepwai dilarang menawarlaul atau mernberikan 
Gratifikeei d•J•m bentuk apapun yang dikateg1>rikan suap kepe.da 
lembaga pemcrintah. pe1aeoi1Ul{llllll atau kel.emhepan, pernsahaan 
dumeatik atau aaing untuk mendapatkan berbqai bentuk 
rneafeet/kemudahan eebegairnana diJarang oleh peraturan 
perundang-undaogan yang berlaku. 

(2) Setiap Pejahe.t/Pepwai d.ilanUlg merniota ata'U menerima 
Omtifikaai dala.m bentuk apapun yang di.kategorikan euap be.ik 
aecara langaung maupun tidak langaung, baik di dalaln negeri 
maupun di luar negeri, bail< de118All mcnggunaJcao u.rana 
elektronik at.au tanpa 8IIJ'llrul elelctronik dari penieorangan ata.u 
lernbega yang terkait dcngan pelalalanaan tugaa dan fungsi 
aebageiroana dilareng oleh perundang-undangan yang berlalru. r/ 

14) Dwam hal Pejabe.t/Pegawai menenma gratifikam yang tidak dapat 
ditolak sebagaimana dimeJarud dJ!larn ayat (1) berupa makanan 
yang mudah busuk atau rusak, Penerima gratilikasi wajib 
cnenyampajkannya kepada UPG. 

(5) Dalam hal memenuhi prinsip lcern•rn{eatan, UPG menyalutkan 
makanan aebagaimana dimanud pada ayat (3) ke Panti Asuhan, 
Panti Jompo atau tempat penyalura.n be.ntuan 110si.al lainnya. 

(6) Penyaturan On.tifikui oleh UPO sebaptrmma dimalm.td pada ayat 
(5) dibertitahukan kepada KPK. 

Pasal 4 

PaaaJ 3 

(1) Setiap Pejabat/Pegawal wajib menolak Oratifikaai yang di.anggap 
suap, yaitu Qratifikasi yang bcrhubungan dengan jabatannya dan 
berlawanan dengan k.ewajiban atau tugaenya. 

(2) Kewajiban penolakan Oratifikasi aebe.pimana dimakaud pada 
ayat [I] dikecualikan dalam hal: 
a. Oratifilmsi tidak diterixna eecara lanpung; 
b. Pembcri Oratililtasi tidak diketahui; 
c. Penerima ragu dengan k11aJifilmsi Oratifikasi yang diterima; 
d. Gratifllcasi diberikan da1am rangke kegiatan adet iatiadat etau 

upacara keapmaan; den atau 
e, penolakan yang dapat menpkibatkan rusaknya hubungan baik, 

jiwa/harta atau pek.etjaaan Pejabat/Pepwai. 

(3) Ptjabat/Pegawai yang tidak dapat menolak karcna memenuhi 
kondiai 11ebagaimana <limakBua pada a.yat (1) waj1b melaporkan 
gratifikasi tersebut kepeda KPK atau kepada KPK melalui UPG. 

Bagi.an Ketiga 
Prinaip Dasar 

I 

 



Qratifikesi yang wajib dilapockan sebegaimaoa dimalaud dalaJn PaS8l 6 
buruf' a, meliputi: 
a. terkait denpn pemberian layaDan pads uw,yarakat; 
b. terlwt denpn tugu dalaro proses penyusunan a.nggaran; 
c. tera.lt dmpn tupa da1aJn prose, pcmeriksaan, audit rnonitDring 

dan evaluesi; 
d. t.erka.it dmgan pelabanaan perjalanan dinas di luar pcnerimaan 

YIIZl8 sah/reami dari Pemerinteh Da.erah; 
e, dalam proees pmerlmaan/ promosi/mutasi Pepwai; 
f. dawn proses lromunikaai, negoaiaai den pelakaanaan kegiatsn 

dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan ~ dan 
kewen.angannya; 

g. scbagai akibat dari perjanjian kerjasema/kontrak/keeepakatan 
dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang; ~ 

Pa.88! 7 

Gratifikasi terdiri ataa; 
L Qrarifikeai Yf1.1J8 wajib dilaporlcan; 
b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dan 
c. Gratifikaai yang terka.it kedinasan. 

Bogien Kesatu 
Kategori Gratifikaai 

PENGENDALIAN ORATIFIKASI 

BABII 

Ruang lingkup pengaturan dalarn Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. pengendalian gratifi.kasi; 
b. UPC; 
c, eoaialiea si; 
d. perlindungan Pe1apor Oratilikaai; 
e, pengawaaan; 
r, pembiayaan; 
g. sanklli. 

Bagian Keempat 
Ruang Linglcup 

Pa8al 5 

(3) Sctiap Pejabat/ Pegawai bertanggungjawab mertjaga profeaionalitas 
dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian 
Gratifikaai. 

 



(1) Karakteristik secara umum terhadap Gratiflk:asi yang tidak wajib 
d.ilaporkan adalab: 
a. Berlaku Umum; 
b. tidak. bertentangan dengan perv.tura.n perundang-undangan 

yang berlaku; 
c, dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, 

penghormatan dalam hublmgan sosial antar sesama dalam 
batasan oilai yang wajar; atau 

d. merupakan bentuk pemberian yang berada dalarn ranah adat 
istiadat, kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dalam 
bata811!1 nilai yang wajar. 

(21 Gratifill:asi yang tidak wajib dilaporkan ~bagei:mana dimakBud 
daJam Pasal 6 huruf b meliputi: 
a .. pemberian karena hubunpn la:luarga, yaitu lcakek/nenek. 

bapak/ibu/mertua, lluami/istri, anak/roenantu, cucu, bcsan, 
paman/bibi, kakak/adik/ipar, aepupu clan keponakan, 
aepe.njang ti.dale memiliki konllik kepenti.ogan; 

b. hadi&h (tanda kaaih) dalwn bentuk uans atau twang yang 
memiliki nilai jual dalam pc:nyelenggraasn pesta peroikaban. 
kelahiran, aqiqllh, be.pti.s, khitanan, dan potong gigi, atau 
upacara adat/agama lainnya dengan bataaan nilai per pemberi 
deism aetiap acara paling bsnyak Rpl.000.000,00 (lie.tu juta 
rupiah); 

c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialarni 
olc:h Penerima Grariflkaai, bapak/ibu/mertua, suami/iatri, atau 
anak dari Penerima Gratifikasi paling banyak Rpl.000.000,00 
('8.tU juta rupiah); 

d. pemberian aeaama pegawai delarn ranglca piaah sembut, 
peniaiun, promoei jabatan, dan u1ang tahun yang tidak dalarn 
bentuk uang at.au tidak berbentuk eetara uang yang paling 
banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian 
per orang dengan total pemberian Rpl.000.000,00 (Mtu juta 
rupiah) dalaro 1 (aatu) tahun dari pemberi yang sama; 

e. pemberian 11e1erna rekan kerja tidak delern bentuk uang atau 
tidak: berbentuk Ktara ueng (eek, bilyet giro, sabam, deposito, 
vouceher, pulsa dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua 
ratu1 ribu rupiah) per pernberian per Or&IJI dengan total paling 
banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalwn 1 (satu) tahun 
dari pemberi yang aama; 

J. hidangan atau eaji.an yang berlaku umum; ," 

h. aebagai unglcapan terilna kasih aebelum, selaroa atau setelah 
prose• pengadaan barang dan jasa; 

i. dari pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan; 
J· dalarn pelakeanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan 

bertentangan dengan kewajiban/tupanya. 

PaN.18 

 



(3) Oratifikasi yang terkait kedinaaan aebapirnana dimakaud pada 
ayat ( l) meliputi, namun tidak. terbatas pada: 
a. fuilitas transportaai, akDmodasi, uang saku, jamuan rnakan, 

cinderamata yang diteriin.a oleh Pejabat/.Pepwai dari in,tansi 
a.tau lembap lain berdasarkan penunjukan dan penugasan 
ream.i; 

b, plakat, vandel atau eejenianya dari panitia seminar, lokakarya, 
pelahnan yang diterima oleh Pejabat/Pegawai d.ari inatanai atau 
l.cmbqa lain berdaaarkan penunjukan atau penugaean resmi; 

c. hediflb peda waktu kegiatan kontes atau kompetiai terbuka 
yang dieelengga.rakan oleh instenai atau lembaga lain 
berduarkan peo~ukan a.tau penugeaen reami; 

d. penerimaan honor, iDeentif baik daiam bentuk uang maupun 
aetara uang, sebagej kompenaasi atas pelakaanaan tugaa 
aebagai pembfoare, naraeumber, konsultan dan fungai serupa 
lainnya yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dari i.nstansi atau 
letnhega lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.i 

(2) Secara terbuka scbagairoana dimakaud pads ayat (l) huruf b 
adaJeh disaksikan atau diberikan dihadapan para peserta yang lain 
detern eWltu aau:a kedinaeso atau adanya tanda terima aw euatu 
pembcrian. 

(U Oratifikasi yang terkait kedinasan aehepimana dimaksud daJam 
Pua! 6 huruf c memilild karakteristik umum sebagai berilcut: 
a. dipcroleh secara sah dalam pelaksaoaeo tups resmi; 
b. d.toerikan secara terbuka dalem ranglraian acara kedinaean; 
c. bertaku umum. 

Paaa19 

g. prestaai akademi.a atau non akademia yang diikuti dengan 
mell881l1lakan biaya scndiri seperti kejuaraan, perlombaan atau 
kompetiai tidak terkait ked.inaaan; 

h. lceunrungan atau bunga dari penempa.tan dana, inveataai atau 
keperoi1ikan aab.am pribadi yang Berlaku Umum; 

i, manfaat dari eeluruh peeerta koperaai pegawal berduarkan 
kcanggotaan koperasi pegawai negcri yang Berlalru Umum; 

j. seminar kit yang berbentuk scperangkat modul dan alat tulia 
serta aertiflkat yang diperoleh dari kegiatan res.mi kedinaaan 
seperti rapat, seroloar, workshop, konferensi, pelatihan atau 
kegiatan lain sejenia yang Berlalru Umum; 

le. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau 
baning yang ada kaitaonya dengan peningkatan prestasi kerja 
yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan pcraturan 
peruodang-undangan yang berlaku; atau 

1. diperoleh dari kompensalli atau profeai kedin.a.aan, yang tidak 
tcrb.it dengan tugaa dan funpi dari Ptjabat/ Pegawai, tidak 
mcmiliki konfilk kepentingan dan tidak melangar aturan 
internal inatanai Pegawai. 

 



(2) Pejebat/Pegawai wajib mematuhi Keputu11&11 UPO den/atau KPK 
ataa k:q,cmiJikao GrmliOkssi. It 

(IJ Setiap Pejaba.t/Pepwai wajib memenuhi undangan UPG dan/atau 
KPK delem haJ diperlukan infonna.ai untult penelae.han Gratifikaai. 

Pllaal 11 

(SJ Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur den mek.anisme 
Petaporan Gratilik.asi ditetapkan oleh lnapektur eelaku Ketua UPG. 

(2) UPO wajib meneruekae Laporan Gralifikasi sebagaimana dirnakaud 
pada ayat (1) kepada KPK paling Jambat 14 (empa.t belas) hari kerja 
terhitw,.g aejak laporan diterima UPO 

(3) Laporan Qrat:if"lkasi aebsgairnena dimak.sud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilakukan tanpa penyerahan uang dan/atau banmg dengan 
menggunakan Fonnulir yang ditentukan oleh KPK. 

(4) Laporan Gratiflkaai sebagaimana dimaksud pada icyat \11 diatas 
paling kurang memuat data. aebagai berilrut 
a. nama dan eJernsr Jengkap Penerima Oratifilcasi dan Pemberi 

Grat:ifikasi: 
b, nomor KTP Pejabat/Pegawai yang menerima Gratifikasi; 
e, jabatan Pejabat/Pegawai yang mmerirna Oratifikasi; 
d. tempat dan waktu penerimaan Oratifikri; 
e, W'IWll1 jenis Oratiflkasi yang diterima; 
i. nilai Gratifikaai yang ditaima; dan 
g, kronologis peristiwa penerimaan Oratifikasi. 

( 1) Setiap Pejabat/ Pegawai wajib melaporkan eetia.p peneri.lJlaan 
Oratilike•i aebagaimana dimabud dalam Pasal 7 dan PuaJ 9 ayat 
(4), kepada UPG paling lambat 7 (t\tjuh) hari kerja terhitung aejak 
tanggal Gratifikasi dit.erima oleh Pejabat/Pepwa.i. 

Pa.Ml 10 

Begian Kedua 
Mekaniame Pelaponm Gratifika.al 

(4) Oratiflkasi yang terkait Ja:dinaaan wajib dilaporkan ke UPO untuk 
diteruakan kc J(]>K dalam hel nilai Oratilikasi tersebut melebihi nilai 
wajar. 

' 

 



UPG aebepimana dimakeud dalam PuaJ 12 berkewajiban: 
a. mclalrukan pcnelaahan dan menyampailcan laporan luuril 

penel•aben dan dokumcntaai terkait atas laporan penerimaan dan 
pcno\akan Oratiiikaai k:epada KPK paling lambat 14 {empat betas) 
bari kerja scjak Lapo.ran Gratifikaei diterinul olch UPG; 

b. menyampeikan laporan rckapitula.si pcnanganan dan tindak lanjut 
laporan penerimean Gratifika.si yang dikclola UPG kcpada KPK 
9cliap 3 {tiga) bulan; 

c. mcnyampailcen laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut 
laporan pcncrimaan dan pcmbcrian Gratifi.kasi kepada Bupati 
mclalui lnspclrtorat aecara pcriodik aetiap 3 (tigll.J bulan; 

d. merahasiekan Pclapor Gratiflkaisi, kccuali ditentukan lain oleh atau 
ataa perintah k.etcntuan perundang-undangan. I 

Begian Kedua 
Kcwajiban dan Tugas 

Pasal 13 

(3) Susuna.n keanggotaan UPG seba8"imana dimalalud pada ayat (2) 
ditet.apkan dengan Kepun1•n Bupati. 

Bupati 
IMpektur; 
Sekrctaris lnspektora t; 
1. Inepekrur Pembantu Wilayllh; 
2. Auditor danj atau Ptjabat Pengawaaan 

Uruaan Pcmcrintahan di Dacmh pada 
lnspektorat; 

3. Pejabat A.dminiat:ratcT {aetan.. eaelon IV) 
pada lnspektorat yang mcmpunyai 
tugaa dan fungal di bidang evaluasi 
dan pelaporan; 

4. ata! admini•trasi pada lnapek:torat. 

(2) Susunan keanggotaan UPG aebapimana dimakaud pada ayat {1), 
terdiri dari: 
a. penangung jawab 
b, ketua 
c. sekretaris 
d. angota 

{l) Oalrun rangka mcningkatkan peneegahan tcrjadinya tindak pidana 
korupsi melalui Gratifikasi serta untuk mcndukung pelakeanaan 
?.mgcndalian Gratifikaai dibentuk UPG yang ditctapkan dcngan 
Keputuean Bupati. 

Pua! 12 

Bagjan Kesatu 
SUsunan Organisam 

UPG 

BAB 111 

• 

 



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata care. penyimpanan barang 
Grati.likasi ditetapkan oleh lnspektur aelaku Ketua U.PG. 

Pasal 16 

(lJ Oratifikasi aebagaimana dimakaud dalain Pase! 7 yang ditetapkan 
oleh KPK untuk di.kelola Pemerintah Da.erah, ditentukan 
pemanfaatannya denpn menitik beratkan pada tujuan; 
a. memutu11 benturan kepentingan, pilih kaaih maupun korupai 

antara individu ~wai./Pejabat yang accara llaik menerima 
Orati6Jr.a11i tcrkait kedi.na.san dengan pihak pemberi; 

b. ro.engedepankan pcmanfataan atas Oratifikssi tcrkait kedinaean 
yang diterima untuk la!pentingan instanei, seperti aaet lnatansi 
(dicatatksn eesuai ketentuan yang berlaku) atau diswnbangkan 
kepada lembaga 80Sial; 

e, membangun peraepsi poaitif dan keperca.yaa.n masyarakat 
bahwa penerimaan yang terjadi tidak dimanfaatkan untuk 
kepentingan pribadi Pegawaj/Pejabat dan tidak menempatkan 
Pegawai/ Pejabat eebagai pihak yang tersandera dengan 

kepentingan Pemberl. " 

(1) Peneriroaao Gratifika,i yang diaerahkan kepada UPO d.illimpan 
berdaaarkan jeaia batang Gratifika•i. 

BABN 

PENYIMPANAN DAN PEMANFMTAN GRA11P'I.KASI 

Pua! 15 

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimeksud delam 
Pasal 13, UPG mempunyai tugas; 
a. menerir.na, mereviu dan mengadminiatrasikan laporan penerimaan, 

penolaksn dan pemberian Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai; 
b. menyalurkan le.poran penerima.an, penolekan dan pemberian 

Oratifikasi kepada JCPK untuk dilakukan a.nalisia dan penetapan 
statua kepemilikan gtarifikasinya oleh KPK; 

c. menyampai)am hasil pengelolaan laporan Grati.likasi dan usulan 
kebijakan pengendalian Gratifakasi kepada Bupati; 

d. mclalrukan soeialisasi pengendalian Grati.likaai serta 
mengkoon:linasilam kegiatan diseminasi aturan etika Oratiiikasi 
kepade pihak internal den ekstemal Pemcrintah Daerah; 

e. meminta data den in.formasi kepada SKPD terkait pemantauan 
penerapan pengendalian Oreo ti fl lraai; 

f. menindaklanjud a1U pemanfaatan penerima.an Gratilikaei yang 
tidak dianggap auap terkait kedinasan oleh Pemerintah Daerah 
maupun oleh Penerima Oratifikasi; 

g, memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati dalam ha! 
terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini; 

h. melalrukan kajian titik rawan potensi terjadinya Oretifikaai di 
lingkuDgan Pemerintah Oettah. 

Pasal 14 

 



(l) Pelapor Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan 
berupa: 
a. perlindungan dari tindakan balasan atau pcrlakuan yang 

bersifat adrninistratif kepegawaian yang tidak objektif dan 
men•gikan Pelapor Gratifikaai, ne.xnun tidak terbatas pada 
penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja 
pegawai, usulan pemindahan tugaa/mutaai atau hernbata.n 
karir lainnya; (' 

BAB VI 

PERLINDUNOAN PELAPOR ORATIFIKASI 

Pasal 18 

(2) SO!lialisaai aebagairnena d.imaksud pe.da ayat {l) memuat: 
a. pencantwnan ketentuen larangan penerimaan Gratifikasi pada 

setiap SKPD yang memberilcan pelayanan publik, pengumuman 
dalarn pl'08Cs pcngadaan bara.Dg dan jasa., kontrak pcngadaan 
barang dan jasa dan pada eurat-swat yang dieempaikan kepada 
pihak ketiga lainnya; 

b. pemberian informasi kepada aelurub Pejabat/F\;pwai dan pibak 
ketiga oleh UPG. 

(3) Sosialisasi aebagaimana dimaksud pada ayat (2) dila1CNmakan 
melalui media elektronik maupun media non elektronik. 

(l) Dal.am rangka peiakBanaan Pengendet;en Gratifil<aai, perlu 
dilakukan sosialisasi. 

BABV 

SOSlAlJSASI 

Pasal 17 

(2) Dalam hal penerima.an Oratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk 
dikelola Pemerintah Daerah, ma.Im UPO dapat: 
a. mengembalikan kepada Pemberi Gratiflkasi; 
b, menyumbanglmn kepe.da yayasan sosiaJ atau lembaga aoaial 

lainnya dan/atau dimuenahkan; 
c, dimaafaatka.n oleh Pemerintah Daerah untuk kepe:rluan 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

(31 Ketentuan Jebih lanjut mengenai penentuan pemanfaatan 
penerimaan Grati6kui ditetapkan oleh ln~pelrtur 8Claku Ketua 
UPO. 

 



Pel.anggaran yang dilakuk.an oleh Pejabat/ Pegawai terhadap ketentuan 
yang diatu.r deJero Fwatu.ran Bupati ini dikena.kan sanksi aeeuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. /. 

Pa.sal 20 

BAB VIII 

SANKS! 

(3) lnspektur melaporkan haail penpwasan 11ebagaimana dimaksud 
peda ayat (1) kepada Dupe.ti. 

{2) lnspektorat mendukung penegak:an aturan peng,endaliao Omtl6ka-i 
dengan turut Krt.e melaporkan kepada KPK t.erhadap tindak pidtu:ia 
GratifikasJ yang masuk daJero kategori wajlb dilaporkan atau 
dianggap suap namun tidak dilapork.an oleh Penerima Gratifikalli 
dan t.elah melewati 30 (tip puluh) hari kelja. 

(ll lnspektorat melakaanakan penpwasan aw penerapan 
Pengendalian Gmtifikaai di ling)tungan Pemerlntah Daerah. 

Pa.sal 19 

PENGAWASAN 

BAB VIl 

(2) Upaya perlindungan xbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
dalarn ha); 
a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan 

yang tidak lazim Jainnya atas dampak pelaporan Oratifikasi dari 
pihak internal; 

b. ~lapor Gratifikalli menyampeikan pcrmohonan eecara tertulis 
kepada Bupati melalui Ketua Ul'O dengan ditembuskan kepa.da 
KPK. 

b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor Gratifibsi dalem haJ 
timbul intimidasi atau ancaman .fisik; 

c. bantuan hukum seeuai dengan ketentuan yang berlaku di 
lingkungan PemerintJlh Daerah; 

d. kerahaaiaan identitas. 

' 
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Ttd. 

TRI HANDOYO 

Diundangkan di Purworejo 
pada tangga.l 8 Ko.ember 2016 

SEKRE'rARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

AGUS BASTIAN 

Ttd. 

Ditetapkan di Pwworeio 
pada tanggal 8 lfOYelllHr 2016 

BUPATI PURWOREJO, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya datam Betita Da.erah 
K.abupeten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengcndalian OratifJ.kasi di 
lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanje, Daerah Kabupaten Purworejo. 

Pasal 21 

PEMBIAYAAN 

BAB IX 

, 

 


